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BUPATI PIEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAKRAH
DIENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA
BUPATI PEMALANG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 avat (3)
Peraturan Dacrah Nomor 1 aihun 2012 tentang Pajak
Dacrah schagaimana telabh diubah beberapa kah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan  Kedua Atas  Peraturan Dacrah  Nomor |
Tahun 2012 tentang Pajak Dacrah, perlu menctapkan
Peraturan  Bupate tentang  Tata  Cara  Penghapusan
Piutang Pajak Dacra

Mcngingat . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-dacrah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 12);
. Undang Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara  Republik
Indoncesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
scbagaimana 1clab diubah  beberapa  kali terkhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
lentang - Cipta kerja (bembaran Negara  Republik
Indoncesia Taliun 2020 Nomor 245, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah (!.ulﬂ.mra"] Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Ne gara Repubhk
Indonesia Nomor 6757):
4. Pcmlu ran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 lentang
Penctapan Mula: Berlakunva Undang Undang Nomor
13 Tahun 1950);

s

» l.embaran

e

5. Peraturan Poerreriniah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata  Cara  Perghapusan Piutang  Ncegara/Dacrah
(Lembaran Neg il.m Republik Indoncesia Tahun 2005
Nomor 31, Tarmbahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia \'-:r.rnr HIs8) scbhagaimana welah diubah
beberapa kali terakhic dengan Peraturan Pemerintah
Noumor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang

k
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Menctapkan

6.

Tata Cara Penghapusan  Piutang  Negara/Dacrah
(l.embaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 241, Tambahan lLembaran Ncegara
Republik Indonsia Nomor 5950);

Pecraturan Menteri Keuangan Nomor
68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
480);

Peraturan Dacrah Kabupaten  Pemalang Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Dacrah schagaimana telah
diubah beberapa  kali terakhir dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2022
lecntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah
Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pajak  Dacrah  (L.cimbaran  Dacrah  Kabupaten
Pemalang Tahun 2012 Nomor |, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Pemalang No 1);

Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tontang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kabupaten Pemalang (lembaran
Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan lLembaran Dacrah Kabupaten Pemalang
Nomor 14) scbagaimana telah diubah beberapa kah
terakhir dengen Peraturan . Dacrah Kabupaten
Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Pcrangkatr Dacrah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2016
Nomor 13. Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Pecmalang Nomor 13):

MIEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK.

BAIS 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:
l. Dacrah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah

Dacrah adalah  Bupati scbagai unsur  penyelenggara
Pemerintahan Dacrah vang momimpin pelaksana urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan dacrah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pemalang.,
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11.

14.

17.

Perangkat Dacrah adalah  unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan  Rakyat  Dacrah dalam  penyclenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Dacrah yang sclanjutnya  discbut
BAPKNDA adalah Badan Pcengelolaan Pendapatan Dacrah Kabupaten
Pemalang.

Pejabat adalah pegawal vang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
dacrah scsuai dengan Peraturan Perundang undangan.

Kepala BAPENDA  adalah  Kepala Badan  Pengelolaan  Pendapatan
NDacrah Kabupaten Pemalang yang diberi kewenangan pemungutan
pajak dacrah tcrmasuk dalam hal memberikan pengurangan dan
keringanan pajak.

Pajak Dacrah yvang sclanjutnva disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada dacrah vang terutang oleh orang pribadi atau badan vang
bersifat . memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak
mcndapatkan  imbalan  sccara  langsung dan  digunakan untuk
keperluan dacrah bagi scbesar besarnva kemakmuran rakyat.

Subjck Pajak adalah orang pribadi atau badan vang dapat dikenakan
Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,
pecmotong Pajak, dan pemungut Pijak, yang mempunvai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dencan ketentuan Peraturan Perundang
undangan pcrpajakan dacrah.

Masa Pajak adalah jangka wakiu | (satu) bulan kalender yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak vang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanva 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku vang
tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak vang terutang adalah pajak yvang harus dibavar pada suatu saat,
dalam masa Pajak, dalam tahun Pejak, atau dalam bagian tahun Pajak
scsual dengan Ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
dacrah.

Piutang Pajak adalah jumlah uang vang wajib dibayar kepada
Permnerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan vang dapat dinilai
dengan  uang schagai  akibat dari suatu penetapan  Pajak  vang
tercantum  besarannva dalam Surat Ketetapan Pajak Dacrah atau
sural  scjenisnya  berdasarkan  ketentuan pcraturan pcrundang
undangan pcrpajakan dacrah.

Penyisihan Plutang adalah estimasi vang dilakukan untuk piutang
tidak tertagih  pada akhir sctiap periode vang dibentuk schesar
persentase  tertentu dari akun piitang  berdasarkan penggolongan
kualitas piutang.

Penanggung  Pajak  adalah orang  pribadi  atau  badan vang
bertanggung  jawab atas pembayaran pajak, tcrmasuk wakil vang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut
kctentuan peraturan perpajakan dacrah.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah, vang sclanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketctapan Pajak vang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak vang terutang.

Surat  Ketetapan Pajak  Dacrah Nurang Bavar vang sclanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat keletapan Pajak vang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak. jumlah kredit Pajak, jumlah kckurangan
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19.

20.

21;

22,

28,

24

26.

27

28.

29,

pecmbavaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat  Ketctapan  Pajak  Decrah Kurang Bayar Tambahan yang
sclanjutnva disingkat SKPDKBT. adalah surat ketetapan Pajak vang
menentukan tambahan atas jumlah Paak vang telah ditetapkan.

Surat Tagihan PPajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat STPD
acdalah  surat untuk mclakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Decrah Terutang yang  sclanjutnya
disingkat SPPDT adalah surat vang digunakan untuk memberitahukan
b('sar-m’a Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang kepada Wajib Pajak.

Surat  Keputusan  Pembetulan  vang  sclanjutnya  disingkat  SKP
adalah surat keputusan vang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan/atau kckeliruan pencrapan  ketentuan  tertentu  dalam
peraturan  perundang. undangan perpajakan dacrah yang terdapat
dalam SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat
Keputusan Pajak Dacrah Nihil. Surat Keputusan Pembetulan atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat  Keputusan Keberatan  vang  sclanjutnya  disingkat  SKK
adalah Surat Keputusan atas  keberatan  terhadap  SPPDT,  SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLI3, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil
ateu terhadap pemotongan atau pemungutan olch pihak ketiga yang
diajukan olch Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan vang diajukan olch Wajib Pajak.
Kedaluwarsa  adalah  hilangnva ~ak untuk melakukan penagihan
sctelah melampaur waktu 5 (lima)  tahun terhitung  scjak  saal
terutangnya Pajak, kccuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan dacrah,

Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar vang berisi
piutang Pajak vang hak pcnagihannya sudah kedaluwarsa dan atau
sudah tidak bisa atau tidak mungkin ditagih lagi.

Daftar Cadangan Penghapusan Pivtang Pajak adalah daftar vang berisi
piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapalt atau tidak mungkin
ditagih lagi akan tctapi belum kedaluwarsa.

Penagihan Pajak adalah scrangkaian tindakan agar pcnanggung Pajak
mclunasi utang Pajak dan bicya penagihan Pajak dengan cara menegur
atau - memperingatkan,  mclaksanakan  penagihan  scketika  dan
sckaligus, memberitahukan  surat  paksa, mengusulkan  tindakan
pencegahan, melaksanakan  penyitaan, penyendaraan dan menjual
barang vang telah disita.

Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar
piutang dengan menerbitkan kepulusan Bupati untuk membebaskan
dari tanggung jawab administrasi atas piutang vang bhcrada dalam
pecnguasaannya.

Penghapusbukuan atau Penghapusan Bersyarat adalah penghapusan
piutang dari pcmbukuan tanpa menghilangkan hak tagih.
Penghapustagihan  atau Penghapusan Mutlak  adalah penghapusan
piutang dengan menghilangkan hak tagih,

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Dacrah vang
sclanjutnya  disingkat  PPK SKPD  adalah pcjabal  penatausahaan
kcuangan di BAPENDA.

Kecadaan Kahar (force majeir) adalah kejadian di luar kemampuan
manusia yang tidak dapat dihindarkan, schingga kegiatan tidak dapat

§
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34.

I

dilaksanakan scbagaimana mestinya, antara lain bencana alam seperti
bhanjir, lctusan gunung berapi, germpa bumi, tsunami, tanah longsor,
badai salju, hujan es, gclombang panas, badai dahsyat, badai tropis,
taifun. tornado. kcbakaran, kebakaran liar, situasi konflik, antara lain
perang, pemberontakan, huru-hara, kerusuhan,  pemogokan,
demontrasi, revolusi, dan kciadian lainnya yang ditimbulkan olch
manusia namun berada  diluar  kemampuan  manusia  untuk
mengatasinya, adanya danj/atau  diberlakukannya undang undang,
peraturan pemerintah atau larangan pemerintah, perubahan kehijakan
pnemerintah, yang berdampak sccara langsung ataupun tidak langsung
vang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, serta bencana lain scsual
pernvataan dan/atau pembenaran olch Pejabat, instansi (erkait yang
berwenang di dacrah.

Nomor Objck Pajak vang sclanutmva disingkat NOP adalah nomor
identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang mempunyai karakteristik unik. permanen, dan standar dengan
satuan blok dalam satu wilayah administrasi kelurahan.

LLaporan Operasional adalah  laporan  yang menyajikan  unsur
pendapatan LO, beban, surplus; defisit dari operasi, surplus/defisit
dari kegiatan non opcrasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
pos luar biasa, dan surplus/dcfisit-LO.

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghapusan Piutang Pajak bertujuan untuk ;

a.

b.

=

mecmberikan  kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam
Pengcelolaan Pajak;

membcerikan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memcenuhi kewajiban
membayar utang Pajak;

meningkatkan akuntabilitas dalam Penghapusan Piutang Pajak; dan
meningkatkan akuntabilitas dalam Penghapusan Piutang Pajak.

BAB (11
KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DaSE:J] \}
Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak.
P(-nghapusun Piutang  Pajuk  scbagaimana dimaksud pada avat
(1_}.(l|iakukem olch Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piuuing
Pajak oleh Kepala BAPKNDA.
I’vnghapusan Plutang  Pajak  schagaimana  dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. '

Pa Sal 3 ]

Penghapusan l.mtcmg ’ajak schagaimana dimaksud dalam Pasal 3
avat (1) dapat dilakukan :

P

a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milvar rupiah), olch
Bupati; dan -
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

b. lcbih dari Rp. 5.000.000.000 00 (lima milvar rupiah) olch Bupati
sctelah mendapatkan  persctiuan Dewan  Perwakilan  Rakyat
DNacrah Kabupaten Pemalang.

Batasan nilai  Piutang Pajak  yang dihapuskan scbagaimana

dimaksud pada avat (1) mcrupakan Piutang Pajak per Wajib

Pajak.

BAR 111
DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pagal B

Penghapusan Piutang Pajak diberikan dalam bentuk penghapusan dari
seluruh besaran Pajak vang terutang termasuk sanksi administratil
berupa bunga, denda atau kenaikan Pajak terutang yvang tercantum
dalam SKPD.

Jenis Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan
penghapusan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Pajak totel;

b. PPajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

¢. Pajak Pencrangan Jalan:

f. PPajak Mincral Bukan LLogam dcun Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

1. Pajak Sarang Burung Walcl;

. Pajak Bumi dan Bangunan; dan

k. BPIHTB (Bea Perolchan Hak Atas Tanah)

Piutang Pajak vyang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak
yang tercantum dalam:

STPLD/SPPT:

SKPDKI3;

SKPDKRBT;

SPIPDT;

SKPL);

SKPDT; dan

SKP, SKK, Putusan Banding, scria Putusan Peninjauan Kembali,
vang mecnycbabkan jumlah  Pajak yang masih  harus dibayar
bertambah.

oo a0 o

Pasal 6

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karcna hak untuk

meclakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan

Bupau menctapkan  Penghapusan Piutang  Pajak  vang  sudah

kedaluwarsa schagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pilutang  Pajak vang dapat dihapuskan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak.

Piutang Pajak vang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak orang pribadi

schagaimana dimaksud pada avat (3) adalah Piutang Pajak vang tidak

dapat ditagih lagi karcna:

a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan
atau kckavaan;

h. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan:
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(3)

(4)

c. hak untuk meclakukan Penagihar Pajak sudah Kedaluwarsa;

d. dokumen scbagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan tclah
dilakukan penclusuran sccara optimal scsuai dengan kctentuan
peraturan perundang undangan;

e hak Daerah untuk melakukar Penagihan  Pajak  tidak  dapat
dilaksanakan karena kondisi terientu schubungan dengan adanya
perubahan  kebijakan dan/atau berdasarkan pcrtimbangan  vang
ditctapkan olch Bupati;

f. objck Piutang Pajak hilang dan dibuktikan dengan  dokumen
keterangan dari pejabat yvang herwenang.

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak badan

schagaimana dimaksud pada avat (3) adalah Piutang Pajak yang tidak

dapat ditagih lagi karcna :

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi. atau pailit dan Wajib Pajak tidak dapat
ditemukan;

b. hak untuk mclakukan Penagihan Pajak sudah daluwarsa;

c. dokumen scbagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah
dilakukan penclusuran sceara optimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan; dan

d. hak Dacrah untuk meclakukan Penagihan Pajak  tidak dapat
dilaksanakan karcna kondisi tertentu sechubungan dengan adanva
perubahan  kebijakan danjatau berdasarkan pertimbangan vang
ditctapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Hak untuk Penagihan Pajak. Kedaluwarsa setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung scjak saat terutangnya Pajak, kecuali

apabila Wajib Pajak mclakukan tindak pidana di bidang perpajakan

dacrah.

Kedaluwarsa Penagihan Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan

b. ada pengakuan utang Paak dart Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung,

Dalam  hal diterbitkan  surat  teguran  dan/atau  surat  paksa

schagaimana dimaksud pada ayat (2| huruf a Kedaluwarsa penagihan

dihitung scjak tanggal pcnyampaian surat teguran dan/atau surat

paksa vang dibuktikan dengan tanda terima dan/atau berita acara

penvampaian sural paksa.

Pengakuan utang Pajak sccara langsung scbagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dengan kesadaranya menyatakan masih

mempunyai utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah

Dacrah.

Pengakuan utang Pajak sccara tidak langsung schagaimana dimaksud

pada ayvat (2) huruf b, dapat dikctahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau pcnundaan pembavaran dan permohonan kcheratan

olch Wajb Pajak.
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(1)

(2)

(3)

BARB IV
PINYISITIAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Lmum

Pasal &

Penyisihan  Piutang  Pajak  bertujuan untuk  menyajikan nilai
bersih piutang yvang dapat dircalisasikan. -
Nila: bersih Piutang Pajak vang dapat direalisasikan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Piutang Pajak
dikurangi dengan penyisihan Piutang Pajak.

Penvisihan Piutang Pajak schagaimana dimaksud pada avat (2) bukan
mc-ftmukan Penghapusan Piutang Pajak.

Bagian kedua
Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak

Paragraf |
Tahapan Penvisihan Piutang Pajak

Pasal 9

Tata cara Penyisihan Piutang Pajak dilakukan dengan tahapan:

a.

b.
i<k
d

(1)

(2)

pencntuan kualitas Piutang Pajak;

pencntuan besaran Penvisihan Piutang Pajak;
pencatatan Penyisthan Piutang Pajak; dan
pelaporan Penyisihan Piutang Pajak.

Paragraf 2
Penentuan Kualitas Piutang Pajak

Pasal |17

Kepala  BAPENDA  menilai kualitas  Piutang Pajak  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
Penilaian  kualitas Piutang  Pajak  scbagaimana  dimaksud  pada
avat (1), dilakukan berdasarkan  kondisi Piutang  Pajak  pada
tanggal laporan dengan langkah- langkah:
a. penilalan kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan
mempertimbangkan
I. jatuh tempo Piutang Pajak; dan/atau
2. upaya Pcnagihan Pajak.
b, menetapkan kriteria kualitas Plutang Pajak:
. kualulas lancar, ditentukan dengan kriteria :
a) umur Piutang Pajak kurang dari 1 (satu) tahun;
b} masih dalam tenggang wakiu jatuh tempo;
¢) Wajib Pajak koopcratif; dan,/atau
d) Wajib Pajak liguid:
¢) Wajib Pajak tidak mcngajukan keberatan/banding: dan/atau
f) Wajib Pajak menvetujui scbagian hasil pemeriksaan khusus
untuk Pajak vang dibavar sendiri olch Wajib Pajak.
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). kualitas kurang lancar, ditcntukan dengan kritena :

a) umur Piutang Pajak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
tahun;

h) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung scjak tanggal STPID Pertama belum meclakukan
pclunasan;

¢) Wajib Pajak kurang kooperatl dalam pemeriksaan;

d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding; dan/atau

¢) Wajib Pajak menvetujui scbagian hasil pemeriksaan khusus
untuk Pajak vang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

3. Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria

a) umur Piutang Pajak Icbih dari 2 (dua) tahun sampai
dengan 5 (lima) tahun;

b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung  scjak tanggal STPD Kedua belum  melakukan
pelunasan;,

c) Wajib Pajak tidak kooperatif;

d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau

c) Wajib Pajak tidak menvetujui scluruh hasil pemeriksaan
khusus untuk Pajak vang dibayar sendiri olch  Wajib
Pajak.

4. Kualitas macct, ditentukan dengan kriteria:

a) umur Piutang Pajak Iebih dari 5 (llma) tahun;

b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu | (satu) bulan
terhitung scjak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum
melakukan pelunasan;

¢) Wajib Pajak tidak dikctahui keheradaannya,;

d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

¢) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

(3) Penilaian scbagaimana dimaxsud pada ayvat (2) dilakukan satu tahun
sckali, pada akhir tahun anggaran.

Paragraf 3
Penentuan Kualitas Piutang Pajak

Pasal 11

Pencntuan besaran Penyisithan Piutang Pajak scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan besaran:

a. kualitas lancar, schesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang Pajak
dengan kualitas lancar;

b. kualitas kurang lancar, scbesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang
Pajak dengan kualitas kurang lancar; |

c. kualitas diragukan, schesar 507, (lima puluh persen) dari Piutang Pajak
dengan  kualitas  diragukan  sctclah dikurangi  dengan -
agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. kualitas macet, sebesar 100% (scratus persen) dari Piutang Pajak
dengan kualitas macct sctclah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada).

nilai
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

(2)

(3)

10

Paragrat 4
Pencatatan Penvisihan Piutang Pajak

Pasal 12

Pencatatan  Penyisihan  Piutang  Pajak  scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 9 huruf ¢ dilakukan herdasarkan dokumen bukti memorial
Penyisihan Piutang Pajak.

Pencatatan Penyisihan  Piutang  Pajak  scbagaimana  dimaksud
pada avat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal
pelaporan dan dicatat schesar nilai kotor (brutto).

Format pcncatatan Penvisihan Piutang Pajak schagaimana
dimaksud pada avat (2) dilakukan olch PPK-SKPD dengan format
schagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati i,

Paragraf b
Pclaporan Penvisihan Piutang Pajak

Pasal 13

Pclaporan  Penyisihan  Piutang  Pajak  scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 9 huruf d vaiu:

a. beban Penyisihan Piutang Pajak; dan

b. Pcenyvisihan Piutang Pajak tidak tertagh.

Beban  Penyisithan Piutang Pa ak  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional.

Penvisihan  Piutang Pajak  utdak tertagih - sebagaimana  dimaksud
pada avat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

Format Laporan Opecrasional dan ncraca schagaimana dimaksud pada
ayal (2) dan avat (3) tercantum dalam lLampiran Il vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB YV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Penclitian Sctempat dan Penclitian Administrasi

Pasal 14

Untuk memastikan kcadaan objek 1"ajak, Wajib Pajak, atau Piutang
Pajak vang tdak dapat ditagilh lagi. wajib dilakukan penclitian
sctempat dan penclitian administirasi.

Penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim
Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penclitian.
Laporan hasil penclitian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menguraikan - kcadaan  Wajib - Pajak  atau  Piutang Pajak  vang
bersangkutan  sebagai dasar untuk mencentukan besarnya Piutang
Pajak vang tidak dapat ditagih lag dan diusulkan untuk dihapuskan.
Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur
BAPENDA dan dapat mclibatkan Perangkat Dacrah terkait.

Tim Verifikasi scbagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan olch
Keputusan Bupati.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15

Fl

Penelitian sctempat schagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) «

dilakukan olch Tim Verifikasi, untuk mclihat keberadaan atas objek
Pajak. . .
Penclitian sctempat schagaimana dunaksud pada ayat (1) harus discrtai
laporan dan berita acara hasil penchitian setempat.

Penclitian administrasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dilakukan olch Tim Verifikasi, uniuk memastikan objck Pajak sudah
memenuhi syarat untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak.
Penelitian adminsitrasi scbagaimana dimaksud pada avat (3) harus
discrtal formulir hasil pemeriksaar

Format laporan, berita acara dan formulir sehagaimana dimaksud pada
avat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 1l yang mcrupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

Bagian kedua
Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 16

Berdasarkan hasil penclivan sctempat dan penclitian  administrasi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Verifikasi membuat
usulan Penghapusan Pajak.

Daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak schagaimana
dimaksud pada ayat (1) disamparkan kepada Kepala BAPENDA.
Berdasarkan  usulan Penghapusan  Piutang  Pajak  scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kcepala BAPIKNDA mengusulkan Penghapusan
Prutang Pajak kepada Bupati,

Usulan Penghapusan Piutang Pajuk scbagaimana dimaksud pada ayat
(3) menjadi dasar Penghapusbukuan atau Penghapusan Bersyarat
Piutang Pajak dilakukan olch PPK SKPPD.

Format daftar usulan penghapusan piutang pajak dacrah scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal |7

Berdasarkan usulan Penghapusan  Piutang  Pajak  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 avat (3), Bupali menerbitkan Keputusan
Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Dacrah.

Keputusan Bupati scbagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
untuk menghapus Piutang Pajak  scbagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 6 ayat (4) hurul a, hurul b. huruf ¢ dan huruf d scrta ayat (5)
huruf a, huruf b dan huruf c.

Dalam hal tertentu Bupati dapat mengeluarkan Keputusan Bupati
untuk  Penghapusan  Piutang  Pajak  scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 6 avat (4) huruf ¢ dan avat (5) huruf d, vang didasari atas
usulan Kepada BAPIENDA.

Keputusan Bupati scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar Penghapustagihan atau Penghapusan Mutlak Piutang  Pajak
dilakukan olch PPK SKPD.
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Paragraf 5
Penghapusan Piutang Pajak Dacrah

Pasal |8

(1) Penghapusbukuan atau Penghapusan  Bersyaral Piutang Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4, dilakukan dcngan
pertimbangan antara lain :

a. Piutang Pajak melampaui batas umur atau Kedaluwarsa yang
ditctapkan scbagai kriteria kualitas Piutang Pajak macet;

b. Wajib Pajak tidak mclakukan pelunasan 1 (satu) bulan sctelah
tanggal Surat Tagihan Ketiga:

c. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure);

d. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta
warisan dan tidak mempunvai ahli waris atau ahli waris tidak dapat
ditcmukan berdasarkan  surat  kcterangan dari  pejabat  yang
berwenang;

c. Wajib Pajak tidak mempunyar haria kckayaan lagi, dibuktikan
dengan  sural  kceterangan  dari pejabat yang berwenang  yang
menyatakan bahwa  debitor memang benar-benar sudah  tidak
mempunyai harta kekavaan lag;

f. Wajib Pajak dinyatakan pailit herdasarkan putusan pengadilan;

g. Wajib Pajak tidak dapat diternukan lagi karcna :

I. pindah alamat atau alamainya tidak jclas/tidak lengkap
berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari Pejabat yang
berwenang; dan/atau

2. telah meninggalkan Indoncsia  berdasarkan surat keterangan
pcrnyataan dar Pejabat vang berwenang;

h. dokumen-dokumen scbagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak
udak lengkap atau tidak dapat ditclusuri lagi disecbhabkan kecadaan
vang tidak dapat dihindarkan scperti bencana alam, kebakaran dan
scbagaimanya berdasarkan surat keterangan/pernvataan kepala
BAPENDA; dan/atau

i. objck Piutang Pajak hilang dan dibuktikan dengan dokumen
keterangan dari pejabat vang herwenang,

Pasal 19

Penghapustagihan atau Penghapusan Mutlak Piutang Pajak schagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 avar (1), dilakukan dengan  cara
menutup dan tidak melakukan penjurnalan kembali scria
diungkapkan dalam catatan laporan kcuangan dacrah.

BAR VI
KETENTUAN PENUTUPR

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini muiai berlaku, maka Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Pajak Dacrah Yang Sudah Kadaluwarsa (Berita Dacrah Kabupaten Pemalang
Tahun 2012 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paca tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2022
Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
ttd
cap

MOH. SIDIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

Tingkat |
3 199203 1 006




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

] KESALAHAN A . ‘
JUMLAH SISA
NOP/ NAMA WAJIB TANGGAL PENCATATAN
NO NPWPD PAJAK ALAMAT KETETAPAN PIUTANG PIUTANG PIUTANG KETERANGAN
(Rp) i (Rp)
_ | o | (Rp)
il il 2 _ 3 " 4 | 5 | 3 T ! 8 _ °
” 1 _ | ” _ | ! _ _
W | | | | W | | |
aan T | m —
W ! N | i ) W m | , m ﬂ
_ . _ i _ “ _
ﬁ % JUMLAH “ _ - | . | “
oS - S — - —— - — — — — R — ; P
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Kepala Sub Bidang Penagihan
[ ) { e v S i s )
Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pemalang

P — ) Pit. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

SETDA KABUPATEN PEMALANG cap
MANSUR HIDAYAT

AKTO, SH, MSi
A Tingkat [
8 199203 1 006

jdih.pemalangkab.go.id
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR %' TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAKRAH

A. FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

No Uraian
R 2 - )
‘_ | | KEGIATAN OPERASIONAL ) -
!‘ 2 l PENDAPATAN
| 3 | PENDAPATAN ASLI DAERAH
| 4 | Pendapatan Pajak Dacrah
" 5 | Pendapatan Retribusi Daerah
6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang
| ~dipisahkan
7 Pendapatan Asli Dacrah Lainnya
’_ 8  Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s,/c 7))
9 PENDAPATAN TRANSFER
! 10 ‘{ TRANSFER PEMIERINTAIT PUSAT - DANA PERIMBANGAN
. 11 Dana Bagi Hasil Pajak
| 12 I Dana Bagi Sumber Dayva Alam
13 | Dana Alokasi Umum
| 14 | Dana Alokasit Khusus
- 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 1)
\
b
16 ‘ TRANSFER PEMERINTAIT PUSAT LAINNYA
17 | Dana Otonomi Khusus
18 | Dana Penyesuaian
19 | Jumlah Pendapatan Transfer Lammnya (17 s/d 18)
| 20 TRANSFER PEMIERINTAII PROVINST
‘ 21 | Pendapatan Bagi Iasil Pajak
| 22 | Pendapatan Bagi IHasil Lainnya
‘ 23 { Bantuan Keuangan
| 24 | Jumlah Pendapatan Transfer Provinst (21 s,/d 23)
| 25 | Jumlah Pendapatan Transfer (/5 19+21)
| |
| 26 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAI
| 27 I Pendapatan Hibah
' 28 | Pendapatan Hibat Asct
‘ 29 | Pendapatan Dana Darurat
| 30  Pendapatan Dana 130S
i 31 » Pendapatan Lainnya
| 32 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (27 s/d 31)
| 33 | Jumlah Pendapatan (81251+32)
|
| 34  BEDBAN
| 35 Beban Pegawai
| 36 Beban Perscedian
| 37 ' Beban Jasa
38 Beban Pemeliharaan
39 Bcebhan Perjalanan Dinas
|
40 Beban Bunga

Jumlah




jdih.pemalangkab.go.id

|41

42
43
44
45
46

o1
62
63

64

|15

l Beban Subsidi

| Bebah THibah

‘ Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Keuangan

| Beban Penyusutan

| Beban Penyisihan Piutang
Beban Transfer

| Beban lain-lan

|
| JUMILAII BEBAN (35 S/D 18)
4

| SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI (33 79)
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPIXRASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non Lancar

' Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

| Defisit Penjualan Aset non Lancar

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

‘ Surplus Dari Kegiatan non Opcerasional Lainnya

' ; ,
Defisit Dari Kegiatan non Operasional Leannya

| JUMLAH  SURPLUS/ DEFISIT
| OPERASIONAL (52 s/d 57)

SURPLUS/DEFISIT SERELUM POS LUAR BIASA (50158)

T

| POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa

| Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA (61 62)

i SURPLUS/DEPOSIT 1O (59+63)

B. NERACA

IS

i

l

ooy B Wi

T
| b

L
| Aset

| Aset Lancar

Kas di Kas Daerah

Bank

| Deposito

Kas di Bendahara Pengeluaran
kas di Bendahara Pencerimaan
| Kas di Bendahara JKN

| kas di BLUD

kas di Bendahara Dana 130s

| Investasi Jangka Pendck
Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Retribus
) . Y
Prutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak
Belanja dibayvar dimuka

PDARI

KEGIATAN

NON |

Jumlah
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——————

17 I Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

18
19
20

|21

22
23
24
25

26

27
28
29

31
32

50
ol
o2
53
54

55

o6

58

59

| 60
|61

62
63

| 64

65
66
b7

| 68

Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Dacrah

| Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemenntah Pusat

Penyisithan  Bagian  Lancar  Pmjaman
Perusahaan Negara

Penyisihan  Bagian  Lancar  Pinjaman
Perusahaan Dacrah

Penyisihan  Bagian  Lancar  Pinjaman
Pemerintah Pusat

Bagian lancar Pinjaman Kcpada Pemerintah  Dacrah

Lainnva
Penyisihan Bagian Lancar  Pinjaman
Pemerintah Dacrah Lainnyva

1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

|

Y

+

Penvisihan Bagian Lancar  Tagihan
_ Angsuran
13agian Lancar Tuntutan Gant Rug
Bagian lancar Tuntutan Gant Rugl
Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnyva
PPersediaan
RK Dinas
Jumlah Aset Lancar (3 s/d 32)
Investasi Jangka Panjang
Investast Non Permanen
Pinjaman Jangka Panjang

| [nvestasi Dalam Surat Utang Negarea

|

|

|
T

—— s

S e

S S

[nvesast Dalam Proyek Pembangunan
Investast Non Permancen Lainnva
Penyisihan Investasi Non Permanen
Jumliah Investasi Non Permanen (36 s/d 10
Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Dacrah
[nvestast Permanen Lamnya

Jumlah Investast Permanen (15 s,/ 721
Jumlah Investasi Jangka Parjang (1. + o)
Aset Tetap

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

+‘Ja]am, Ingasi dan Jaringan
Asct Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan

S U N S SRS

|

|

Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap (18 s/ d 54)
Dana Cadangan
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan (57)
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Tuntutan Ganu Rug

Kemitraan Dengan Pihak Ketige

Aset Tak Berwujud
Amortisasi Asct Tak Berwujud
Asct Laimn-lain
Akumulasi Penvusutan Asct Lain lain

Kvpada'

Kvpada.

|
'

chada;

Kopada'

Penjualan

|

.
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69 Jumlah Aset Lainnya (60 s/d 66) -
70 JUMLAH ASET (33+46+55+58+(;0}

71 Kewajiban

72  Kewajiban Jangka Pendek
73 | Utang Perhitungan Pihak Keugd (PFK)

74 | Utang Bunga

75 | Bagian Lancar Utang Jangka Pa_mdg

76 P(,ndapatan Diterima Dimuka o
77 Utang Belanja
78 | Utang Jangka Pendek Lainnya

79 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendelc 73 s/d 178)

80 | Kewajiban Jangka Panjang

81 | Utang Dalam Negeri - Sektor Per bar’ \an

82 | Utang Dalam Negeri - Obligasi

83 | Premium ( Diskonto ) Obligasi

84 | Pendapatan Diterima Dimuka
85 | Utang Jangka Panjang Lainnya

86 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (81 s/d 85)

87 | JUMLAH KEWAJIBAN (79 + 86)

88 E,KUITAS DANA
89 | Ekuitas Dana

90 | Jumlah Ekuitas Dana (89)

91 | Jumlah Kewajiban dan Ekuu‘as uama (87 + 90)

Mengetahui / Menyetujui
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANC:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PPK SKPD

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT
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LAMPIRAN II1

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR £\ TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGIHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. FORMAT LAPORAN PENELITIAN SIKTERPAT

Pada hari mi ... tanggal ... bulan ... ... tahun
( - - ) telah dilakukan konfirmas: dan pengecckan atas objek pajak
dacrah pada :

Wajib Pajak
Alamat
NPWPD

Dengan hasil scbagai berikut

Demikian berita acara inm dibuat dan ditandatangani olch saksi dan petugas
setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isimva, agar semua pihak berkepentingan
menjadi maklum.

Pemalang, ..o

WAJIB PAJAK PETUGAS
............................. (o)
(.. oot e e S e i By wm e e S S b smneg s g )
3. (o !




I
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B. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENKI

dacrah padsa :

Wajib Pajak
Alamat
NPWFPD

Dengan hasil sebagai berikut :

menjadi maklum.

WAJIE PAJAK

Pada han 1 ... ... tanggal ........ hulan
( - ) tclah  dilakukan  konfirmasi

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani olch

AN SETEMPAT

tahun ..........

clan  pengecekan  atas  objek  pajak

Pemalang, .........

sakst dan petugas
setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinva, agar semua pihak berkepentingan
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C. FORMAT HASIL PEMERIKSAAN

zZ
@

NAMA KECAMATAN

JUMLAH
LEMBAR

JUMLAH
PIUTANG

TERVERIFIKASI

YANG BELUM
TERVERIFIKASI

PRESENTASI
TERVERIFIKASI (%)

LEMBAR | JML PIUTANG

LEMBAR | JML PIUTANG

LEMBAR

JML PIUTANG

PEMALANG

TAMAN -

PETARUKAN

AMPELGADING

~N O NP [WIN =

COMAL

| BODEH

| ULUJAMI

0]

9

10 | WARUNGPRING

} BANTARBOLANG
1 o A N T N

i RANDUDONGEKAL

.

11 | MOGA T
12 | PULOSARL

13 | BELIK

14 | WATUKUMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEMALANG

Plt. BUPATI PEMALANG
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